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Abstrak 

Krisis kemanusiaan yang terjadi pada konflik bersenjata di Sudan Selatan terus menerus 

mengalami peningkatan seiring dengan kekerasan selama konflik. Konflik tersebut telah 

menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan kehancuran. Sebagai organisasi kemanusiaan 

yang netral dan independen, ICRC melaksanakan tugasnya di lapangan dengan memberikan 

pertolongan dan bantuan secara langsung bagi korban terdampak konflik. Kemudian ICRC 

juga merupakan pionir dan promotor hukum humaniter internasional atau hukum perang. 

ICRC diberikan hak keistimewaan oleh negara sebagai organisasi kemanusiaan non-

pemerintah yang mengimplementasikan hukum perang tersebut. Dalam sebuah konflik, 

pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional tak terhindarkan. 

Pelanggaran hukum humaniter menyebabkan krisis kemanusiaan dan korban jiwa dari pihak 

masyarakat sipil maupun kombatan. Sehingga penegakan dari hukum humaniter internasional 

di konflik sipil Sudan Selatan merupakan kewajiban bagi ICRC.  

Kata kunci : ICRC, HHI, Sudan Selatan 

 

Abstract 

The humanitarian crisis that occurred within armed conflict in South Sudan continued to 

increase along with violence during the conflict. The conflict has claimed many lives and 

caused destruction. As a neutral and independent humanitarian organization, the ICRC carries 

out its duties in the field by providing help and direct assistance to the victims affected by 

conflict. Then the ICRC is also a pioneer and promoter of international humanitarian law or 

the law of war. The ICRC was granted the privilege of the state as a non-governmental 
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humanitarian organization that implemented the law of war. In conflict, violations of 

international humanitarian law are unavoidable. Violations of humanitarian law lead to 

humanitarian crises and casualties from civil society and combatants. The enforcement of 

international humanitarian law by ICRC within civilian conflict in South Sudan is an 

obligation.  

Keywords : ICRC, IHL, South Sudan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Adanya konflik dan perang turut membuat dunia internasional menyorot Sudan pada 

saat itu. Salah satunya adalah ICRC (International Committee of The Red Cross), organisasi 

yang bertugas menangani korban dan permasalahan selama konflik maupun perang terjadi. 

ICRC (International Committee of The Red Cross) adalah organisasi internasional non 

pemerintah yang bekerja secara independen dan netral dalam menangani konflik maupun 

perang dengan cara memberikan bantuan maupun mengobati serta melindungi korban konflik 

di seluruh dunia. Selain itu, ICRC juga merupakan organisasi internasional yang 

mempromosikan dan menjadi pionir penegakan hukum humaniter internasional yang 

merupakan hukum perang dalam mengatur perlindungan terhadap korban yang terluka, 

terlantar, tahanan perang baik itu kombatan maupun masyarakat sipil serta perlindungan 

terhadap seluruh masyarakat yang terdampak konflik serta implementasinya. (ICRC, n.d.) 

ICRC yang sudah ada sejak abad ke-9, yaitu sekitar tahun 1859 dan 1869 yang 

didirikan di Calvinistic, Jenewa, Swiss. Seiring dengan berkembangnya jaman, ICRC 

berkembang menjadi organisasi non pemerintah yang bergerak sebagai palang merah terbesar 

yang ada di dunia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi internasional yang 

bergerak di bidang kemanusiaan, ICRC menjadi aktor penting dalam situasi konflik maupun 

perang. Perubahan dan perkembangan ICRC dalam menjalankan tugasnya serta visi dan 

misinya dilapangan yang awalnya hanya terlibat dalam konflik atau perang yang melibatkan 

banyak negara kemudian berubah menjadi terlibat dalam konflik internal bahkan terlibat 

dalam permasalahan utama yang ada dimedan peperangan. (Forsythe, 2005) 

Intervensi kemanusiaan oleh ICRC telah ada sejak perang dunia pertama hingga 

perang dingin. Pada masa perang dunia, fokus ICRC hanya pada wilayah Eropa dan Amerika 

saja. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan banyaknya tensi konflik terjadi di 

negara-negara wilayah lain membuat ICRC memperluas jangkauannya. Hingga wilayah Asia 

dan Afrika, salah satunya adalah Sudan Selatan. Sudan Selatan merupakan negara yang 

berbatasan langsung dengan Sudan, Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Etiopia, 

Uganda dan Kenya. Negara ini baru merdeka pada tanggal 9 juli 2011 dari Sudan setelah 

konflik berkepanjangan. Negara ini memiliki luas 619.000 km
2
 dengan populasi diperkirakan 

pada tahun 2016 sekitar 12 juta jiwa. Ibu kota dari Sudan Selatan adalah Juba. Sudan Selatan 

merupakan salah satu negara dengan sumber minyak terbesar di Afrika. Terdiri dari banyak 

suku dan wilayah didalamnya. Kristen merupakan agama mayoritas yang hampir 85% 

menghuni Sudan Selatan dan 15% merupakan agama-agama lain. Keberagaman suku dan 

banyaknya perbedaan menjadi akar masalah dari adanya konflik sipil di Sudan Selatan. 



Negara ini dalam sejarahnya tidak pernah lepas dari konflik. Terlalu banyak permasalahan-

permasalahan kompleks terjadi di negara baru merdeka tersebut. (LeRiche, 2012) 

Negara yang baru merdeka pada tanggal 9 juli 2011 setelah mendapatkan self-

referendum berisi tentang persatuan atau pemisahan diri yang disepakati oleh kedua belah 

pihak di Khartoum, Sudan. Keterlibatan ICRC sudah dimulai sejak perang saudara yang 

terjadi antara Sudan (Utara) dan Sudan Selatan sebelum Sudan Selatan merdeka. Konflik 

Sudan telah terjadi sejak tahun 1986, menyusul dengan kondisi konflik Sudan semakin parah 

dan menimbulkan banyak korban jiwa. Konflik yang mendera Sudan Selatan hingga saat ini 

sudah dimulai bahkan sebelum kemerdekannya. Sebelum merdeka dan menjadi negara 

sendiri, wilayah Sudan Selatan dinamakan Southern Sudan yang terbagi dengan juga dengan 

wilayah yang saat ini menjadi Sudan dinamakan Northern Sudan. Kedua wilayah tersebut 

telah berkonflik sejak lama dan menelan banyak korban jiwa. Konflik tersebut terjadi antara 

pemerintah Khartoum dengan kelompok pemberontak yaitu the Sudan People’s Liberation 

Movement/Army (SPLM/A). Konflik ini salah satu penyebabnya adalah adanya perbedaan 

perlakuan dari pemerintah terhadap masyarakat Southern dari Northern. Faktor keagamaan 

merupakan salah satunya, Southerness mayoritasnya adalah Kristen sementara Northerness 

mayoritasnya adalah Islam. Oleh karena itu, terjadilah gesekan antar kelompok tersebut. 

Selain menyebabkan banyaknya korban jiwa, konflik tersebut juga menyebabkan 

meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka kenegara-negara terdekat. Hingga 

sebelum kemerdekaannya, pada tahun 2005, disepakatilah perjanjian perdamaian bagi kedua 

kelompok yaitu Comprehensive Peace Agreement (CPA) oleh Khartoum Government dengan 

SPLM/A. (Thomas, 2015) 

Setelah merdeka pada tanggal 9 juli 2011, negara ini mulai membangun ekonomi, 

pemerintahan dan melakukan berbagai perkembanga di beberapa bidang. Namun, hal tersebut 

tidak berlangsung lama tepatnya 2 tahun kemudian konflik sipil pecah. Konflik yang berawal 

dari konflik antar etnis ini berubah menjadi konflik antara pemberontak dengan pemerintah. 

Konflik ini pecah dikarenakan perebutan kekuasaan antara 2 pemimpin Sudan Selatan, yaitu 

Presiden Salva Kiir dengan wakil presidennya yaitu Riek Machar. Konflik ini telah menelan 

10.000 jiwa masyarakat Sudan Selatan. Ada 2 etnis utama yang menjadi mayoritas di Sudan 

Selatan, yaitu Dinka dan Nuer. Presiden Salva Kiir berasal dari Dinka yang merupakan etnis 

dengan populasi terbesar yaitu sekitar 36% dari rakyat Sudan Selatan. Sementara Riek 

Machar berasal dari Nuer, yang merupakan populasi etnis terbesar kedua setelah Dinka yaitu 

dengan persentase sekitar 16% dari rakyat Sudan Selatan. Kiir di dukung oleh tentara 



pemerintah yang berkonflik melawan pemberontak pendukung Machar yang terjadi di 

Jonglei. (Gutschke, 2014) 

Krisis kemanusiaan yang ada di Sudan Selatan membuat organisasi internasional yang 

bergerak dibidang kemanusiaan turut campur. ICRC telah membentuk perwakilannya di ibu 

kota Sudan Selatan yaitu Juba pada awal kemerdekaan Sudan Selatan. Kondisi awal 

kemerdekaan Sudan Selatan yang rentan semenjak kemerdekaan membuat ICRC 

memutuskan untuk membangun delegasinya di ibu kota Sudan Selatan setelah kemerdekaan. 

Karena kondisi Sudan Selatan yang baru merdeka, ICRC pada saat itu fokus dalam 

konsolidasi terhadap penegakan hukum humaniter internasional. Sudan Selatan telah 

menandatangi konvensi jenewa 1949 pada juli 2012, yang mana konvensi jenewa 1949 berisi 

poin-poin utama dalam hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, hingga saat ini 

Sudan Selatan merupakan salah satu negara yang menjadi fokus utama ICRC.  (ICRC, 2013) 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam studi kasus tentang upaya ICRC dalam penegakan hukum humaniter internasional di 

Sudan Selatan digunakan dua konsep yaitu human security dan NGO.  

Human security atau keamanan manusia merupakan konsep dalam hubungan 

internasional yang muncul sejak tahun 1990. Human security adalah kebebasan yang dimiliki 

oleh seorang individu dalam mendapatkan hak makanan, menjalankan dan bergabung dengan 

komunitas, mendapatkan fasilitas kesehatan, dalam hal ekonomi maupun politik, memperoleh 

keamanan, serta jauh dari rasa takut akan hal apapun. Keamanan manusia yang berarti juga 

kebebasan bagi setiap individu dalam berbagai hal meskipun mereka dalam kondisi stateless 

secara identitas mereka tetap mendapatkan hak keamanan yang jauh dari ketakutan, ancaman 

dan deprivasi. Seperti yang disebutkan dalam United Nations Human Development Reports 

pada tahun 1994, konsep keamanan manusia ini diinisiasi serta diimplementasikan oleh 

negara dan organisasi internasional (IGO ataupun INGO) yang juga menyetujui bentuk 

pelanggaran hukum baik disengaja maupun tidak akan mendapatkan sanksi. (Sandra Jean 

Maclean, 2006) 

Non Governmental Organization adalah sebuah lembaga atau organisasi yang 

bertindak secara independen, tanpa campur tangan pemerintah, yang bergerak dibidang 

kemanusiaan, promosi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan politik, serta kebanyakan 

kegiatan yang dijalankannya berdasarkan pada penekanan dari pengembangan elemen 

masyarakat. NGO hingga saat ini telah tersebar keseluruh dunia dengan setiap negara yang 

memiliki NGO didalamnya. NGO juga merupakan organisasi yang bergerak sebagai 

organisasi yang bersifat volunteer dan charity sehingga kebanyakan tidak mendapatkan profit 



untuk kepentingan mereka sendiri. Organisasi ini dijalankan dengan cara pengembangan 

sendiri, dan diiarahkan untuk meningkatkan taraf kualitas dari masyarakat luas. (Kanji, 2009) 

Dalam kaitannya dengan konsep Human Security, International Non-Governmental 

Organization menjadi aktor pelindung maupun aktor multifungsi. Seperti yang ada dikonsep 

human security, aktor pelindung seperti negara maupun organisasi internasional salah satunya 

adalah INGO yang berperan sebagai roda penggerak dan mengontrol proses penegakan 

human security bagi aktor referen seperti masyarakat. Sebagai roda penggerak, NGO yang 

merupakan organisasi non-pemerintah yang juga aktor utama dalam menegakkan human 

security diseluruh elemen masyakarat. Dalam mengontrol dan melindungi masyarakat dari 

ancaman yang datang dari pihak eksternal maupun internal, NGO melaksanakan salah satu 

tugasnya untuk mencapai kesetaraan dan menjauhkan masyarakat dari rasa tidak aman dalam 

menjalani kehidupan. Begitu pula dengan perannya sebagai aktor multifungsi, dalam konflik 

selain sebagai roda penggerak dan pelindung dari ancaman terhadap masyarakat, NGO juga 

merupakan salah satu aktor yang memiliki frekuensi besar untuk menjadi korban meskipun 

mereka memiliki lisensi terlindungi dari senjata dan apapun bentuk kejahatan perang.  

Selain itu, NGO juga memiliki beberapa tahapan dilapangan yang merupakan proses 

dan saling berkaitan dengan konsep human security dalam pelaksanaannya. Dalam 

mempelajari dan melakukan pendekatan ke masyarakat, NGO melakukan monitoring sebagai 

langkah awal terjun ke lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah 

masyarakat sudah terpenuhi hak-haknya atau mendapatkan ancaman. Hal ini dilaksanakan 

ICRC dengan cara mendirikan perwakilannya disana pada saat awal kemerdekaan Sudan 

Selatan di kota Juba, yaitu ibu kota Sudan Selatan. Mendirikan perwakilannya disana sebagai 

wujud atau langkah pertama yang diambil ICRC dalam menjalankan tugasnya. Kemudian 

NGO melakukan  enforcement dan implementation terhadap visi dan misi yang telah mereka 

bawa ke masyarakat untuk tercapainya tujuan. Dalam tahap ini, ICRC menjalankan tugasnya 

dengan perwakilan-perwakilan yang ada dilapangan untuk melakukan sosialisasi sebagai 

bentuk pengenalan dari ICRC itu sendiri maupun visi dan misi yang mereka bawa ke Sudan 

Selatan. Yang terakhir adalah dalam service provision dan capacity building dilaksanakan 

agar bagaimana human security yang ada dimasyarakat terus berkembang. Agar masyarakat 

mampu mendapatkan hak-hak keamanan mereka tanpa adanya rasa takut akan apapun baik 

dalam kondisi konflik maupun tidak. Dalam tahap ini, ICRC telah memberikan bantuan atau 

turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengobatan, membangun tempat-tempat 

darurat bagi korban konflik, kemudian mengirimkan bantuan dalam bentuk makanan, obat-

obatan serta kebutuhan-kebutuhan primer bagi masyarakat terdampak konflik. Selain itu, 



mengunjungi tawanan perang serta mengobati prajurit maupun anggota militer yang terluka 

di Sudan Selatan.  

DINAMIKA KONFLIK SIPIL SUDAN SELATAN 

Sudan Selatan merupakan negara dunia ketiga dan merdeka pada tanggal 9 juli 2011. 

Umumnya negara yang baru merdeka, Sudan Selatan memiliki banyak permasalahan internal 

dengan berbagai latar belakang keadaan. Salah satunya adalah konflik sipil. Konflik sipil 

dengan latar belakang etnis dan perebutan kekuasaan ini menyebabkan Sudan Selatan 

kembali menghadapi kekerasan. Konflik sipil ini pecah pada desember 2013. Konflik ini 

diawali dengan saling serang antar etnis hingga meluas ke beberapa etnis lainnya. Meluasnya 

konflik antar etnis di beberapa wilayah membuat tensi konflik di Sudan Selatan meningkat. 

Salah satunya adalah meluasnya konflik ke salah satu kota yaitu Jalle. Mayoritas masyarakat 

yang ada di Jalle adalah etnis Dinka. Etnis Dinka merupakan kelompok etnis yang memiliki 

populasi terbesar di Sudan Selatan. Pada desember 2011, etnis Murle melakukan 

penyerangan yang menyebabkan puluhan orang menjadi korban dan terlantar. Sementara itu 

1.000 orang dilaporkan menghilang. Penyerangan ini meningkatkan potensi konflik yang 

semakin luas dan adanya tensi balas dendam oleh etnis Dinka. Presiden Salva Kiir 

mengirimkan wakilnya yaitu Riek Machar untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih 

besar lagi. Namun, Machar tidak berhasil menghalau para pemuda Dinka dan Nuer untuk 

tidak menyerang etnis Murle. Konflik antar etnis tersebut tak terhindarkan. (Johnson, 2016) 

Gesekan yang terjadi antara pihak Presiden Kiir dengan wakilnya yaitu Riek Machar 

semakin kentara. Beberapa pemberontakan dan perselisihan etnis yang terjadi di beberapa 

daerah memperburuk kondisi pemerintahan Sudan Selatan. Gesekan antar dua kubu ini 

membawa partai yang mendominasi di pemerintahan Sudan Selatan yaitu SPLM (Sudanese 

Peace Liberation Movement) dengan tensi meningkat. Hingga pada juli 2013, Presiden Salva 

Kiir memecat Riek Machar dari posisinya sebagai wakil Presiden. Pemecatan Machar dari 

wakil kepresidenan memicu meningkatnya tensi konflik antar etnis. Presiden Salva Kiir 

berasal dari etnis Dinka yang merupakan etnis dengan persentase paling besar di Sudan 

Selatan. Sementara itu, Machar berasal dari etnis Nuer yang merupakan etnis terbesar kedua 

di Sudan Selatan setelah Dinka. Pemecatan Machar memperburuk hubungan kedua etnis 

tersebut. (BBC, 2014) 

Perselisihan pada awalnya hanya terjadi antara Presiden dan wakil Presidennya. 

Hingga kondisi pemerintahan yang terpecah dan membentuk dukungan ke masing-masing 

kubu. Anggota militer bersenjata pun telah tersebar ke seluruh negeri atas perintah dari 

Presiden Salva Kiir. Hal tersebut menyebabkan pihak oposisi tidak tinggal diam dan 



membentuk aliansi untuk mengalahkan pemerintahan Presiden Salva Kiir. Konflik ini meluas 

menjadi konflik sipil antar etnis. Banyak masyarakat sipil menjadi korban dan menyebabkan 

gelombang pengungsi ke beberapa negara di sekitar Sudan Selatan. Bentrokan antar militer 

dan kelompok oposisi pun tak terhindarkan, begitu pula kedua etnis yang mengambil 

perannya dalam konflik bersenjata ini. Pembunuhan massal pun terjadi, etnis Dinka 

menyerang etnis Nuer begitu pula sebaliknya. Salah satu kota penghasil minyak terbesar di 

Sudan Selatan yaitu Bentiu telah direbut oleh pihak pemerintah dengan militernya berjaga di 

kota tersebut. (BBC, 2014) 

Konflik ini disebabkan oleh beberapa faktor internal diantaranya adalah etnisitas yang 

berkaitan dengan perebutan kekuasaan kedua pihak. Konflik sipil ini diawali dengan berbagai 

macam permasalahan yang mendera Sudan Selatan pasca kemerdekaan. Permasalahan-

permasalahan negara tersebut tidak mampu diselesaikan oleh Presiden Salva Kiir selaku 

kepala pemerintahan dan kepala negara. Sebagai negara yang memiliki sumber minyak bumi 

didalamnya, Sudan Selatan tidak mampu memanfaatkan hal tersebut untuk menunjang 

pertumbuhan ekonomi. Kegagalan dalam pengelolaan minyak bumi juga menyebabkan 

wilayah tersebut menjadi perebutan kekuasaan oleh kedua pihak berkonflik. Pasca 

kemerdekaan, sumber pendapatan dan pengelolaan minyak justru disalahgunakan. Hal 

tersebut menimbulkan gelombang protes dari berbagai pihak. Korupsi yang sudah mengakar 

di sektor pemerintahan menimbulkan persaingan dan kompetisi antar faksi maupun partai. 

Kompetisi menyebabkan timbulnya rasa tidak saling percaya antar partai. Struktur 

pemerintahan yang lemah menyebabkan kegagalan diberbagai bidang masyarakat 

diantaranya keamanan dan perekonomian. (Rolandsen, 2015) 

Perpecahan politik ini mengakar dan membuat berbagai elemen masyarakat di Sudan 

Selatan terbagi menjadi beberapa kubu dan membela golongannya. Selain itu, 

ketidaksetaraan pemerintah dalam menjamin dan mensejahterakan masyarakatnya 

menimbulkan ketidakseimbangan sosial. Gelombangan perlawanan dan pemberontakan 

bermunculan diantara masyarakat. Perpecahan politik dan munculnya kelompok-kelompok 

pemberontak membuat kondisi politik dan keamanan Sudan Selatan mengalami penurunan. 

Hingga puncaknya konflik ini menjadi konflik antar etnis yaitu etnis Dinka dan Nuer. Kedua 

etnis tersebut merupakan etnis dengan populasi terbesar masyarakat Sudan Selatan dan 

anggota terbesar dari SPLM/A atau kelompok Sudan Selatan yang berkonflik di Khartoum 

sewaktu proses kemerdekaan Sudan Selatan. Konflik kedua etnis ini semakin bertambah 

parah setelah dukungan yang diberikan oleh etnis Dinka terhadap Presiden Salva Kiir dan 

dukungan etnis Nuer terhadap Riek Machar di pihak oposisi. Kekerasan dan penggunaan 



senjata dalam mempertahankan masing-masing pihaknya pun tak terhindarkan. Kesetiaan dan 

afiliasi antar masing-masing etnis tersebut membuat mereka mudah untuk dimobilisasi demi 

kepentingan beberapa golongan. Kegagalan politik, keamanan, ketidakseimbangan ekonomi, 

serta tingginya angka kemiskinan menyebabkan semakin tingginya potensi perang saudara di 

Sudan Selatan. (Uzodike, 2013) 

PELANGGARAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI SUDAN SELATAN 

Berbagai tantangan harus dihadapi Sudan Selatan pasca kemerdekaannya, salah 

satunya adalah konflik sipil. Konflik sipil yang terjadi di Sudan Selatan telah menelan banyak 

korban jiwa. Konflik sipil telah terjadi bahkan sebelum kemerdekaan diraih oleh Sudan 

Selatan. Setelah kemerdekaannya, Sudan Selatan merupakan negara baru merdeka yang 

masih dibawah bayang-bayang kekerasan dan konflik. Permasalahan etnis merupakan 

penyebab utama dari konflik yang terjadi di Sudan Selatan. Saling balas menyerang terjadi 

antara beberapa etnis, yaitu Dinka, Nuer dan Murle. Pada desember 2013, konflik antara etnis 

Dinka dan Nuer pecah. Konflik ini terjadi antara pihak pemerintah yaitu Presiden Salva Kiir 

yang didukung oleh etnis Dinka dengan wakil Presidennya yaitu Rieck Machar yang 

didukung oleh etnis Nuer. Konflik tersebut telah kembali membuat Sudan Selatan 

menghadapi kekerasan setelah 2 tahun kemerdekaannya. Konflik antar etnis ini telah menelan 

banyak korban jiwa dan terjadinya banyak pelanggaran hukum humaniter internasional. 

(Hawden, 2013) 

Pelanggaran hukum humaniter internasional di konflik sipil Sudan Selatan telah 

terjadi semenjak konflik tersebut pecah. Salah satu pelanggaran HHI di konflik Sudan Selatan 

adalah penembakan yang dilakukan oleh militer dari pihak pemerintah kepada masyarakat 

dari etnis Nuer. Penembakan ini terjadi sejak desember 2013 tepat pada saat itu konflik sipil 

pecah di daerah Juba. Penembakan tersebut menargetkan masyarkat dari etnis Nuer bahkan 

masyarakat yang terlihat seperti etnis Nuer. Bahkan tidak hanya masyarakat dari etnis Nuer, 

namun juga dari Dinka yang dicurigai seperti Nuer. Pihak militer seharusnya melindungi 

masyarakat dan tidak menargetkan masyarakat sipil menjadi objek senjatanya. (Hawden, 

2013) 

Kondisi perempuan di Sudan Selatan sangat memprihatinkan. Banyak perempuan 

yang menjadi korban dan dibantai oleh pihak militer di sana. Sebelum dibantai, perempuan 

tersebut terlebih dahulu disiksa hingga diperkosa. Pemerkosaan dan pembantaian terhadap 

kaum perempuan telah terjadi sejak konflik terjadi. Pembantaian dilakukan oleh anggota 

militer Sudan Selatan umumnya dengan menggunakan pisau dikarenakan untuk menghemat 

peluru dari senjatanya. Sebelum dibunuh dengan keji, perempuan tersebut diperkosa dan 



mendapatkan kekerasan seksual dari anggota militer. Hal tersebut juga terjadi pada remaja 

perempuan. Ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri setelah diperkosa. Setelah 

dibunuh, para perempuan itu umumnya dibuang ke sungai. Begitupun dengan anak-anak di 

sana, disiksa dan dibantai kemudian menjadi korban kejamnya konflik bersenjata. Anak-anak 

tidak mendapatkan pendidikan secara seharusnya. Mereka tidak diperbolehkan pergi ke 

sekolah dan sekolah mereka dihancurkan. Hal tersebut juga membuat angka kelaparan dan 

kematian semakin tinggi di konflik bersenjata Sudan Selatan. (Dearden, 2017) 

Kekerasan terhadap anak-anak selama konflik membuat mereka trauma dan 

kehilangan hak-hak mereka dalam menjalankan kehidupan. Selain mendapatkan kekerasan 

dan terenggut haknya menerima pendidikan, anak laki-laki di Sudan Selatan juga direkrut 

oleh militer di sana. Mereka dilatih secara paksa sejak kecil tentang penggunaan senjata. 

Lebih dari 19.000 anak-anak direkrut oleh kelompok bersenjata maupun pihak militer 

pemerintah. Perekrutan dan pelatihan penggunaan senjata ini dimaksudkan agar anak-anak di 

Sudan Selatan ikut berperan dan menambah anggota kelompok bersenjata. Perekrutan dan 

kekerasan seksual yang mereka dapatkan berdampak pada kondisi psikologis  mereka seperti 

trauma dan depresi. Sekitar 900.000 anak Sudan Selatan berada dibawah tekanan oleh 

kondisi tersebut. Selain itu, mereka juga kekurangan pangan dan terancam berbagai macam 

penyakit. Akibatnya lebih dari 2.300 anak di Sudan Selatan menjadi korban kekejaman 

konflik bersenjata tersebut. (UNICEF, 2017) 

Konflik bersenjata ini juga memberikan dampak terhadap para pekerja di bidang 

media televisi maupun berita online. Para jurnalis ini dibunuh atau ditawan oleh kelompok 

bersenjata di Sudan Selatan. Dalam konflik bersenjata sudah menjadi rahasia umum jika 

seorang jurnalis akan menjadi salah satu target. Hal itu dikarenakan para pemberi informasi 

ini bertugas untuk melaporkan dan menginformasikan kepada seluruh dunia tentang keadaan, 

seseorang maupun seperti kondisi di konflik bersenjata. Sejak awal tahun 2015, sekitar 60 

orang jurnalis telah menjadi korban konflik bersenjata di Sudan Selatan. Selain itu, para 

jurnalis lainnya bekerja dibawah tekanan dan ancaman dari pihak yang merasa dirugikan dari 

berita mereka. Ancaman yang diterima jurnalis ini biasanya berbentuk seperti ancaman 

diasingkan, dipulangkan kembali ke negara asalnya, ancaman terhadap keamanan 

keluarganya maupun ancaman pembunuhan. Pada tahun 2015, Sudan Selatan menjadi tempat 

kedua sebagai tempat paling tidak aman bagi jurnalis di seluruh dunia. (Greenslade, 2015) 

UPAYA ICRC DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 

DI SUDAN SELATAN 



Dalam pergerakannya sebagai organisasi kemanusiaan, ICRC merupakan organisasi 

yang mampu melewati batas-batas keterlibatan organisasi lainnya. Oleh karena itu sebagai 

promotor dan pionir hukum humaniter internasional, ICRC menerapkan beberapa metode 

dalam penegakannya. Penerapan hukum humaniter internasional menjadi penting dengan 

adanya berbagai aktor yang terlibat didalamnya. Aktor-aktor tersebut secara langsung akan 

memberikan dampaknya dengan adanya hukum perang selama konflik. Aktor-aktor tersebut 

diantaranya adalah para pembawa senjata seperti anggota militer dan kelompok pemberontak, 

negara, serta masyarakat sipil. Dengan pengenalan dan pemahaman hukum humaniter atau 

hukum perang kepada aktor-aktor tersebut menjadikan hukum dapat diterapkan dan tidak 

merugikan pihak manapun. Sebuah negara memiliki hak dan kewajiban dalam penerapan 

hukum perang tersebut dengan memberikan dukungan maupun terlibat langsung di lapangan. 

Secara tidak langsung negara merupakan salah satu pihak dengan pengaruh besar dan mampu 

mengontrol jalannya proses implementasi hukum perang tersebut. Upaya-upaya yang 

dilakukan oleh ICRC di Sudan Selatan diantaranya dibagi menjadi 2 yaitu melakukan 

pendekatan, identifikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sipil dan melakukan pelatihan dan 

prosedur kepada para pembawa senjata. Pendekatan dan identifikasi ke masyarakat penting 

dilakukan oleh ICRC dengan tujuan memahami secara langsung kondisi dan situasi 

masyarakat selama konflik.  

Dalam sejarahnya, konflik memang sudah mengakar sejak dulu. Keberagaman etnis 

dapat menyebabkan konflik jika sebuah negara tidak memberikan hak yang setara bagi etnis-

etnis tersebut. Hal itu akan menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan sosial. Adanya 

konflik di sebuah negara merupakan salah satu bentuk dari gagalnya negara dalam 

menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sebagai organisasi 

internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan, ICRC identik dengan perang dan 

konflik. ICRC merupakan pionir penegakan hukum humaniter internasional dan mencegah 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan selama konflik berlangsung. Selain itu, 

ICRC juga memberikan dukungan kepada korban konflik dengan mendirikan rumah sakit 

sementara dan memberikan fasilitas kesehatan. Sejak konflik sipil Sudan Selatan pecah pada 

desember 2013, ICRC telah memiliki perwakilannya. ICRC mendirikan delegasinya di Juba 

untuk pertama kali pada saat kemerdekaan Sudan Selatan yaitu pada 9 juli 2011. 

Didirikannya ICRC di Juba merupakan bagian dari ditandatanganinya Geneva Convention 

oleh Sudan Selatan sebagai negara baru. Konvensi Jenewa merupakan landasan dasar dari 

hukum humaniter internasional. Setiap negara yang menandatangi Konvensi Jenewa secara 

langsung wajib memiliki organisasi kemanusiaan di negaranya sebagai bentuk implementasi 



dari Konvensi Jenewa tersebut. ICRC memecah delegasinya ke beberapa kota yang ada di 

Sudan Selatan yaitu Malakal, Bentiu, Wau dan Bor. Jumlah anggota yang disebar kesetiap 

daerah tersebut adalah 400 orang. (ICRC, 2013) 

Setelah didirikannya perwakilan-perwakilan ICRC di beberapa kota, terbentuklah the 

South Sudan Red Cross (SSRC). SSRC didirikan setelah 2 tahun kemerdekaan Sudan Selatan 

yaitu pada juni 2013. Organisasi kemanusiaan regional ini ada tepat sebelum konflik sipil 

antar etnis di Sudan Selatan pecah. Tujuan didirikannya organisasi kemanusiaan regional ini 

agar intensifnya operasi-operasi yang dilakukan oleh ICRC. SSRC juga merupakan 

organisasi dibawah perintah operasi dari International Red Cross and Red Crescent 

Movement. Kemudian SSRC juga diakui sebagai komunitas nasional yang ke 189 di dunia. 

Operasi dari SSRC ini diintensifkan sebagai komunitas dari masyarakat Sudan Selatan untuk 

masyarakat Sudan Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, SSRC ditujukan untuk 

melanjutkan peran ICRC di wilayah-wilayah Sudan Selatan yang tak terjangkau serta agar 

tercapainya masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Sudan Selatan. (ICRC, 2013) 

Mengirimkan perwakilan-perwakilannya secara langsung ke masyarakat membuat 

ICRC lebih mudah mendapatkan akses memberikan pertolongan dan menjalankan tugas-

tugasnya sesuai dengan prinsip dan tujuannya. Selain membentuk SSRC, ICRC juga 

membentuk organisasi kemanusiaan nasional yaitu Emergency Action Teams (EAT). EAT 

adalah bagian dari sub unit SSRC yang menangani permasalahan dengan skala darurat kecil 

hingga pertengahan. EAT juga menjadi sub unit yang akan melakukan penanganan pertama 

terhadap korban-korban konflik sebelum akan ditangani oleh SSRC maupun ICRC dalam 

kondisi darurat. Anggota dari EAT merupakan volunteer. Meskipun bersifat suka rela, 

anggota dari EAT dilatih dalam melakukan pertolongan pertama, kondisi darurat, menjalani 

komunikasi lapangan dan membawa peralatan medis seperti ICRC dan SSRC. Pembagian tim 

ke sub unit sangat membantu ICRC dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga membuat 

pihak-pihak medis ini dapat menjangkau wilayah terjauh dan mengurangi angka korban yang 

terlantar. (ICRC, 2014) 

Dalam penanganan korban terluka, ICRC menyediakan transportasi yang dapat 

mengantar korban jika dalam keadaan darurat dan membutuhkan penanganan lebih detail. 

Dalam kondisi konflik, air bersih akan sulit didapatkan. ICRC melakukan perbaikan dan 

pembangunan sistem air untuk meningkatkan kualitas air bersih dan air minum yang layak 

bagi masyarakat. Sebagai organisasi kemanusiaan, ICRC juga mengunjungi tahanan perang 

baik di pihak militer negara maupun pihak kelompok pemberontak. Kunjungan terhadap para 

tahanan ini bertujuan untuk memastikan tahanan tersebut diperlakukan sesuai dengan hukum 



yang berlaku dan mendapatkan hak-haknya. (ICRC, 2013) ICRC sebagai pihak yang 

mengamati akan memastikan bahwa para tahanan ini diperlakukan secara semestinya dan 

meningkatkan kesadaran hukum perang kepada pihak yang melakukan penahanan. Selain itu 

ICRC juga melakukan kunjungan rutin kepada para tahanan untuk memastikan kondisi 

kesehatan mereka. Seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 yang ketiga berisi 

tentang perlakuan dan perlindungan kepada tahanan perang. Kunjungan kepada tahanan 

perang ini dilakukan ICRC dengan memastikan perlakuan yang baik, mengadakan sesi 

ngobrol dengan tahanan, serta memastikan kualitas  dan ketersediaan makanan, minuman dan 

obat-obatan bagi kebutuhan para tahanan. (ICRC, 2013) 

Keterlibatan ICRC dalam pemulangan para tahanan dapat dilihat sebagai fasilitator. 

ICRC memfasilitasi kepulangan para tahanan tersebut hingga bertemu dengan keluarganya. 

Pemulangan para tahanan tersebut diiringi dengan penandatangan perjanjian dari para 

tahanan dengan pihak yang menahan mereka. Salah satu bagian dari kesepakatan tersebut 

adalah kebebasan para tahanan yang secara langsung disetujui oleh pihak yang melakukan 

penahanan. Para tahanan ini kebanyakan ditahan di wilayah yang jauh dari pemukiman. Oleh 

karena itu, selain menjadi fasilitator, ICRC juga bertugas memastikan kondisi kesehatan para 

tahanan yang siap untuk melakukan perjalanan pulang. Dalam tahap perjanjian, ICRC tidak 

terlibat didalamnya. Mereka memfasilitasi dan memantau proses dari jalannya perjanjian 

tersebut. Hal tersebut untuk menjaga netralitas dari ICRC itu sendiri dalam menjalankan 

tugasnya. Seperti yang tercantum dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 yang ketiga tentang 

perlakuan dan perlindungan tahanan perang. Beberapa perjanjian yang ditandatangani pada 

desember 2017 diantaranya adalah the Agreement of Cessation of Hostilities, Protection of 

Civilians dan Humanitarian Access.  (ICRC, 2018)  

Selain penanganan dan pendekatan kepada masyarakat, ICRC juga melakukan 

sosialisasi dengan tujuan pengenalan dan pemahaman tentang hukum humaniter 

internasional. Sosialisasi ke masyarakat tentang hukum humaniter internasional juga 

merupakan salah satu cara ICRC berkomunikasi dengan banyak kalangan. Hal tersebut juga 

meningkatkan rasa percaya masyarakat ke organisasi kemanusiaan ini. Sebagai organisasi 

kemanusiaan, dekat dengan masyarakat merupakan salah satu metode ICRC dalam 

menangani permasalahan. Kedekatan dengan masyarakat juga menyebabkan mudahnya 

proses mobilisasi jika kondisi darurat terjadi. Pentingnya mengenali sebuah situasi dan 

lingkungan juga menjadi tantangan dari pelaksanaan tugas ICRC di masyarakat. Kondisi 

masyarakat yang majemuk sehingga memiliki pola pikir yang berbeda-beda membuat ICRC 

harus memiliki anggota yang terlatih dan cepat tanggap akan situasi. Oleh karena itu, 



sebelum memberikan sosialisasi dan penanganan ke masyarakat, para pekerja kemanusiaan 

ini dilatih dalam memberikan pertolongan pertama, memahami hukum humaniter 

internasional dan mengendalikan situasi darurat selama konflik. 

Pentingnya sosialisasi tentang hukum humaniter internasional juga mampu 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konflik. Masyarakat sipil menjadi salah 

satu pihak yang paling dirugikan dalam sebuah konflik bersenjata. Sosialisasi ini juga 

mempermudah ICRC dalam menjalankan tugasnya seperti yang tercantum dalam Konvensi 

Jenewa keempat pada tahun 1949 berisi tentang fokus perlindungan terhadap masyarakat 

selama konflik berlangsung. Konvensi Jenewa tahun 1949 yang keempat juga menegaskan 

bahwa fokus utama dari hukum humaniter internasional tidak hanya kombatan saja. Dalam 

Konvensi Jenewa ke empat tersebut berisi tentang peraturan perlindungan kepada 

masyarakat. Diantaranya pada artikel 14 tentang penyediaan rumah sakit, zona aman dan 

tempat tinggal sementara bagi korban terdampak konflik. Kemudian artikel 16-19 mengatur 

tentang pertolongan dan perlindungan dari korban luka dan terlantar untuk dievakuasi 

sehingga mendapatkan pertolongan secepatnya. Serta dalam artikel 28-29 berisi tentang zona 

berbahaya dari konflik dan tanggung jawab dari pihak yang berkonflik terhadap senjata dan 

perlakuan mereka selama konflik berlangsung. (ICRC, 2010) 

Sosialisasi tentang hukum humaniter internasional juga dilakukan kepada kelompok 

bersenjata. Hingga tahun 2018, kelompok bersenjata di berbagai negara dunia meningkat 

setiap tahunnya. Begitupula dengan kelompok bersenjata yang ada di Sudan Selatan, hingga 

6 tahun konflik tersebut berlangsung telah muncul 60 kelompok bersenjata. Semakin 

banyaknya kelompok bersenjata dalam sebuah konflik menimbulkan konsekuensi semakin 

tinggi jumlah korban jiwa dan tantangan terhadap kemanusiaan. Kelompok bersenjata dalam 

sebuah konflik bersenjata umumnya merupakan bagian dari oposisi atau pemberontak dari 

pihak pemerintah. Kelompok ini muncul dikarenakan oleh berbagai macam hal diantaranya 

adalah merasa ketidakadilan dalam pemerintahan yang berkuasa. Semakin banyaknya 

kelompok bersenjata di sebuah negara juga meningkatkan jumlah kekerasan dan 

menimbulkan keresahan di masyarakat. (ICRC, 2018) 

Sosialisasi atau tahap pengenalan dari hukum humaniter internasional kepada 

kombatan ini telah dilakukan semenjak ICRC memiliki perwakilannya di Juba, ibu kota 

Sudan Selatan. Setelah sesi pengenalan yang rutin dilakukan oleh ICRC, para kombatan ini 

memasuki tahap pelatihan terhadap hukum humaniter internasional. Pelatihan ini diadakan 

selama 10 hari dengan didampingi oleh perwakilan ICRC. Dalam pelatihan ini, para 

kombatan ini telah dibagi kebeberapa kelompok dan melakukan simulasi perang ataupun 



konflik dengan menggunakan musuh fiktif. Hal ini ditujukan agar para anggota militer ini 

melakukan implementasi secara langsung terhadap hukum humaniter internasional selama di 

lapangan. Dengan pelatihan ini, ICRC juga memastikan hukum humaniter internasional 

dilaksanakan dan dihormati secara semestinya oleh anggota militer tersebut. Kegiatan latihan 

rutin ini juga dilakukan karena Sudan Selatan merupakan negara yang telah menandatangani 

Konvensi Jenewa. Pada dasarnya Konvensi Jenewa merupakan landasan utama dari adanya 

hukum humaniter internasional. Pelatihan seperti ini juga dilakukan kepada SPLA (the South 

Sudan’s People Liberation Army). (ICRC, 2013) 

Pelatihan dan prosedur hukum humaniter internasional kepada kombatan memiliki 

beberapa tahap. Tahap tersebut merupakan rangakaian dari metode pengenalan hingga 

implementasi dari hukum humaniter internasional kepada para pembawa senjata.Tahap 

pertama adalah klasifikasi dari bentuk kekerasan selama konflik. Tahap kedua adalah conduct 

of hostilities. Tahap ketiga adalah partisipasi langsung oleh para pembawa senjata selama 

pertempuran. Tahap keempat adalah senjata. Tahap kelima adalah hukum humaniter 

internasional dan hak asasi manusia. Tahap keenam adalah perlindungan terhadap orang yang 

dirampas haknya selama konflik berlangsung. Tahap ketujuh adalah pengungsi. Tahap 

kedelapan adalah hukum humaniter internasional dan kelompok bersenjata. Tahap 

kesembilan adalah bantuan kemanusiaan. Tahap kesepuluh adalah mekanisme dari 

implementasi hukum humaniter internasional di lapangan. Tahap terakhir adalah penekanan 

terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional.  

Pelatihan hukum humaniter internasional kepada kombatan telah mencapai ribuan 

orang tiap tahunnya. Pada tahun 2014, ICRC telah melakuan pelatihan dan pengenalan 

hukum humaniter internasional sebagai hukum perang kepada 1.800 anggota militer dan para 

pembawa senjata lainnya seperti anggota kelompok bersenjata. Seperti pada tahun 2017, 

pelatihan hukum humaniter internasional dilakukan kepada 2.300 personil militer. Kemudian 

pada tahun 2018, pelatihan hukum humaniter internasional dilakukan kepada 1.500 personil 

militer Sudan Selatan. Pada tahun 2017, meningkatnya kesadaran terhadap penggunaan 

senjata dan batasan-batasan dari objek penggunaan terhadap 900 orang pembawa senjata. 

Kontrol dari penggunaan senjata tersebut membuat anggota kesehatan dan masyarakat 

mendapatkan rasa aman menuju akses kesehatan. Sehingga puluhan ribu orang dapat 

mengakses dan mendapatkan informasi tentang ICRC secara langsung.  

Dengan pelatihan atau simulasi tentang hukum humaniter internasional kepada para 

pembawa senjata tersebut, implementasi atau prosedur dapat dilaksanakan sesuai dengan 

aturan yang berlaku. Para kombatan tersebut akan mampu mengimplementasikan hukum 



humaniter internasional di lapangan. Pelatihan tersebut juga akan meningkatkan kesadaran 

akan pentingnya hukum humaniter internasional dalam sebuah konflik. Dalam prosedurnya di 

lapangan, ICRC sebagai pihak yang mengawasi akan batasan-batasan hukum tentang perang 

dijalankan. ICRC bukan merupakan pihak yang berwenang memberikan sanksi jika terbukti 

ada pelanggaran hukum humaniter internasional. Para pelanggar hukum perang itu akan 

diberikan sanksi terkait oleh organisasi internasional dibawah naungan PBB, salah satunya 

adalah International Court of Justice (ICJ). 

Dengan adanya pengenalan tentang hukum humaniter internasional ke masyarakat 

membuat banyak pihak lebih sadar akan bahaya konflik maupun perang. Pentingnya 

masyarakat sipil untuk memahami hukum perang juga merupakan bagian dari penyebaran 

dan penegakan asas kemanusiaan. Karena kondisi masyarakat yang berada di wilayah perang 

atau konflik menjadi terancam dan jauh dari rasa aman. Jika hal tersebut terjadi, maka negara 

dianggap gagal dalam menciptakan perdamaian dan menjamin hak-hak serta keamanan 

warganya. Delegasi ICRC akan membangun maupun menyediakan tempat tinggal sementara 

bagi korban terdampak konflik. Karena konflik maupun perang menyebabkan kerugian dan 

kehancuran bagi sarana dan prasarana public maupun tempat tinggal masyarakat. Pada saat 

konflik, banyak masyarakat sipil yang tidak memiliki tempat tinggal dan terlantar. Di tempat 

tinggal sementara tersebut ICRC akan mengenalkan hukum humaniter internasional ke 

masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, ICRC dapat menjangkau masyarakat dan dapat 

dengan mudah memobilisasi masyarakat jika keadaan buruk terjadi. Begitupula dengan 

masyarakat dapat mengetahui tempat mana saja yang aman dan tidak aman bagi mereka. 

(ICRC, 2019) 

Selain pengenalan tentang hukum humaniter internasional kepada para kombatan, 

ICRC juga melakukan pelatihan dan prosedur terhadap implementasi dari hukum humaniter 

internasional di lapangan. Pelatihan tersebut ditujukan untuk para kombatan agar kontrol dan 

batasan atas senjata dapat dilakukan serta implementasi dari hukum humaniter internasional 

dapat berjalan dengan sesuai. Sebelum adanya pengenalan dan pelatihan tentang hukum 

humaniter internasional, jumlah korban jiwa pada saat perang-perang terdahulu sangat tak 

terhitung dikarenakan tidak adanya hukum yang mengatur cara berperang dan memberikan 

sanksi atas pelanggaran-pelanggaran maupun kejahatan-kejahatan perang. Seperti contoh 

pada saat perang Solferino, perang-perang pada masa pre-modern dan perang-perang pada 

masa pertengahan dengan jumlah korban mencapai jutaan orang. Kebanyakan yang menjadi 

korban pada saat perang merupakan masyarakat sipil. Penyerangan dan tindak kejahatan 

terhadap masyarakat sipil selama perang-perang tersebut tidak terkendali. Salah satu 



penyebabnya juga dikarenakan oleh tidak adanya aturan tentang perang dan sanksi berat 

terhadap kejahatan perang. (ICRC, 2019) 

 

 

 

KESIMPULAN 

ICRC mengupayakan penegakan hukum humaniter internasional dengan beberapa 

metode. Dalam konflik, penting bagi setiap yang terlibat untuk memahami dan 

mengaplikasikan hukum humaniter internasional. Selain itu, memahami tentang aktor mana 

saja yang merupakan musuh dan bukan musuh menjadi sangat penting bagi setiap yang 

terlibat didalamnya. Batasan-batasan dalam penggunaan senjata dan bagaimana menangani 

korban-korban yang terluka. Konflik etnis yang terjadi di Sudan Selatan merupakan salah 

satu dampak dari gagalnya sebuah negara dalam mempertahankan perdamaian. Konflik 

tersebut juga dipicu oleh perebutan kekuasaan antar pemimpin di Sudan Selatan yaitu 

Presiden Salva Kiir dan Riek Machar. Presiden Salva Kiir berasal dari etnis Dinka dan Riek 

Machar berasal dari etnis Nuer. Kedua pihak yang berkonflik berasal dari dua etnis besar di 

Sudan Selatan. Konflik yang berawal dari gagalnya pemerintahan Kiir yang kemudian 

memunculkan gelombang demonstrasi hingga melibatkan kedua etnis besar tersebut.  

Sepanjang konflik terjadi, jumlah korban jiwa dan pengungsi meningkat diikuti 

dengan bermunculannya kelompok bersenjata. Hal tersebut semakin menekankan bahwa 

Sudan Selatan gagal dalam menjaga perdamaian negaranya dan peranan dunia internasional 

harus ditingkatkan selaras dengan upaya-upaya ICRC dalam melindungi masyarakat sipil, 

memberikan bantuan dan menegakkan hukum humaniter internasional. ICRC termasuk 

dalam organisasi internasional non-pemerintah (NGO) sehingga sifatnya yang netral, mandiri 

dan independen merupakan prinsip dan landasannya dalam melaksanakan tugas. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, sebuah NGO melakukan beberapa tahapan yaitu monitoring, 

pelaksanaan atau implementasi dan penyedia layanan sekaligus pengembangan di 

masyarakat. Upaya ICRC dalam menegakkan hukum humaniter di konflik Sudan Selatan 

terlihat dari metodenya dengan melakukan tahapan awal yaitu monitoring. Monitoring 

dilakukan dengan pendekatan dan identifikasi oleh ICRC dengan terjun langsung ke 

masyarakat.  

Tahap awal pendekatan adalah pembangunan delegasi-delegasi ICRC di Sudan 

Selatan dilanjutkan dengan identifikasi yang melibatkan perwakilan-perwakilannya turun 

langsung ke lapangan. Kemudian tahap sosialisasi tentang hukum humaniter internasional 



kepada masyarakat maupun para pembawa senjata agar implementasinya dapat terlaksana. 

Pentingnya pemahaman terhadap hukum humaniter internasional secara makna dan aplikasi 

dapat meningkatkan kesadaran dan penghormatan akan adanya hukum perang tersebut. 

Kemudian pelatihan dan prosedur dari implementasi hukum humaniter internasional kepada 

anggota militer dan para pembawa senjata dilakukan oleh ICRC. Hal tersebut merupakan 

bentuk dari capacity building akan penghormatan dan implementasi dari hukum humaniter 

internasional di lapangan. Setiap anggota militer dan kelompok bersenjata akan menjalani 

masa latihan hukum humaniter internasional sebagai bentuk pelaksanaan hukum tersebut.  

Pentingnya menaati dan menjalankan hukum humaniter internasional bukan hanya 

berlaku bagi para pembawa senjata saja, namun juga masyarakat sipil dan negara. Sebagai 

organisasi internasional di bidang kemanusiaan sudah merupakan kewajiban bagi ICRC 

menjalankan tugasnya dalam melindungi dan menolong korban konflik. Dengan segala upaya 

yang dilakukan ICRC, hal tersebut dilakukan untuk menghindari dan mengurangi berbagai 

macam pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional selama konflik bersenjata 

berlangsung. Konflik juga merampas hak-hak kemanusiaan, merugikan banyak kalangan, 

kehancuran dan trauma fisik maupun mental. Hal yang paling terlihat dari konflik adalah 

hilangnya perdamaian dan rasa aman. Dalam konsepnya, ICRC juga organisasi kemanusiaan 

yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan adanya hukum tentang perang dan 

konflik. Tugas-tugas yang diemban ICRC merupakan tujuan utama mereka sebagai aktor atau 

organisasi kemanusiaan dalam menciptakan keamanan manusia (human security) meski 

dalam ranah konflik sekalipun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


